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BAB V 
PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang disajikan pada 

bab sebelumnya mengenai perlindungan hukum terhadap praktik penahanan 

ijazah oleh pemberi kerja dalam hubungan kerja di Kota Padang yang ditinjau 

dari sudut pandang hukum positif dan perspektif siyasah syar’iyyah dapat 

dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perlindungan hukum terhadap praktik penahanan ijazah di Kota Padang 

belum berjalan secara optimal, baik melalui upaya preventif maupun 

represif. Secara preventif, Disnakerin Kota Padang telah memberikan 

edukasi dan pembinaan kepada pekerja dan perusahaan, tetapi 

pelaksanaannya masih bersifat persuasif karena hanya berpedoman pada 

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 

yang tidak memiliki daya ikat dalam hierarki peraturan perundang-

undangan. Keterbatasan kewenangan pengawasan yang berada di tingkat 

provinsi juga menyebabkan Disnakerin tidak lagi memiliki kewenangan 

penyidikan. Sementara itu, secara represif, penyelesaian dilakukan 

melalui mekanisme bipartit dan pendekatan persuasif yang dalam 

beberapa kasus berhasil mendorong perusahaan mengembalikan ijazah 

pekerja. Namun, penyelesaian tersebut masih bergantung pada itikad baik 

perusahaan karena belum terdapat ketentuan setingkat undang-undang 

yang secara khusus mengatur larangan dan sanksi penahanan ijazah. 

Dengan demikian, perlindungan represif telah membantu penyelesaian 

kasus, tetapi belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum. 

2. Praktik penahanan ijazah menimbulkan dampak bagi pekerja, meliputi 

dampak ekonomi berupa terhambatnya mobilitas kerja, hilangnya 

kesempatan memperoleh penghasilan yang lebih baik, hingga kerugian 

finansial akibat gaji yang tidak dibayarkan secara penuh, dampak 

psikologis berupa kecemasan dan tekanan mental, terutama ketika 



86 

 

 
 

lamanya proses penyelesaian kasus, serta dampak hukum berupa 

terganggunya pemenuhan hak konstitusional pekerja atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 

28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketiga dampak tersebut pada dasarnya 

berkaitan dengan adanya ketidakseimbangan posisi antara pekerja dan 

pemberi kerja dalam hubungan kerja. 

3. Ditinjau dari perspektif siyasah syar’iyyah, praktik penahanan ijazah oleh 

pemberi kerja di Kota Padang belum sesuai dengan prinsip syariat. Dari 

aspek mashlahah, praktik tersebut lebih banyak menimbulkan mafsadat 

bagi pekerja daripada maslahat bagi perusahaan, sehingga bertentangan 

dengan kaidah dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalb al-masholih. Dari 

aspek keadilan, terdapat ketidakseimbangan antara kepentingan 

perusahaan dan beban yang ditanggung pekerja. Sementara dari aspek 

amanah, ijazah sebagai dokumen pribadi seharusnya dikembalikan 

kepada pemiliknya. Adapun pemerintah melalui Disnakerin Kota Padang 

telah berupaya melindungi pekerja, namun pelaksanaannya belum 

optimal karena masih terbatas pada instrumen hukum yang tersedia. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah pada tingkat pusat maupun daerah perlu segera menyusun 

regulasi setingkat undang-undang atau peraturan pemerintah yang secara 

tegas memuat larangan terhadap praktik penahanan ijazah sekaligus 

menetapkan sanksi yang jelas bagi pemberi kerja yang melakukan 

pelanggaran, agar perlindungan hukum bagi pekerja tidak lagi hanya 

bersandar pada surat edaran yang secara hierarki tidak memiliki daya 

paksa. 

2. Disnakerin Kota Padang perlu meningkatkan koordinasi dengan pengawas 

ketenagakerjaan pada tingkat provinsi agar terbatasnya kewenangan 

penyidikan pada tingkat kota tidak dimanfaatkan sebagai celah oleh 
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perusahaan untuk mengabaikan larangan penahanan ijazah, serta 

membangun kerja sama preventif yang formal dan terjadwal dengan LBH 

Padang, bukan sekadar kerja sama yang bersifat insidental ketika kasus 

telah muncul. 

3. Disnakerin Kota Padang dan LBH Padang perlu meningkatkan kegiatan 

edukasi hukum bagi pekerja, khususnya mengenai hak-hak normatifnya 

dalam hubungan kerja, agar pekerja memiliki keberanian serta posisi 

tawar yang lebih baik untuk menolak permintaan penahanan ijazah sejak 

awal hubungan kerja terjalin, mengingat persoalan ini pada dasarnya tidak 

semata berakar pada minimnya informasi, melainkan pada adanya 

ketimpangan kekuasaan dalam hubungan antara pekerja dan pemberi 

kerja. 

4. Perusahaan sebagai pemberi kerja diharapkan memiliki itikad baik 

dengan tidak menggunakan penahanan ijazah sebagai bentuk jaminan 

secara sepihak, serta menggunakan mekanisme alternatif yang lebih 

proporsional dan tidak mengorbankan hak dasar pekerja, sejalan dengan 

prinsip amanah dan keadilan yang dikehendaki oleh siyasah syar'iyyah. 

5. Untuk penelitian berikutnya, cakupan penelitian dapat diperluas pada 

wilayah lain atau sektor usaha yang berbeda, melakukan kajian yang lebih 

mendalam mengenai bentuk regulasi yang ideal yang dapat mengisi 

kekosongan hukum terkait larangan dan sanksi penahanan ijazah. 
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